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Abstract

The agreement is an event in which a promise (o one another or where iwo
people were each promised to implement something. The emphasis in the implementation
of a binding contract lies in the principle of balancing the overall burden of obligation on
each party. If there is no balance of thessights and obligations of either party, at which
there was an eveni called thefev of defaultBonsequences arising from defaults is
imperative for borroweryfio pay.compensationsog jlespresence of non-performance by
one af the parties, the" other pargf may demand cantellotion of the agreement. Losses
incurred due to the cancellationof the agreement reqiives a firther study of the reasons
Jor cancellation of Vhepagreeément gnd-ihe legal eéensequences of the agreement were
canceled due to defaull The method wsed/ i s sty 8 normative through library
research (library reséorch) v which the “hooks. scignlifie papers, legal fournals and
research resulls are the primary inprédientin the siudy. fn the discussion of the first and
second issues, the authorwill usethe grataiive juridica! approach through the study of
the articles of the Civil Cod@thatgoverns-reasgnscancellation of an agreement and the
legal consequences of a cancellation of the agreement. Thus be concluded that the reason

Jfor cancellation of the agreement were not fulfilled and obyekiis subjective element of an
agreement. While the legal consequences of cancellation of the agreement for breach of

contract is an agreement made by both parties fo be clear.

Keywords : agreements, defauliing, legal consequences.
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I.  PENDAHULIIAN

Perjanjian adalah suatu peristiwa
dimana seorang Dberjanji  pada
seorang lain atau dimana dua orang
itu saling berjanj untuk
melaksanakan sesuatu hal, pengertian
i dikemukakan oleh  Subekti.
Perjanjian dilakukan oleh dua pihak
yvang saling  membutuhkan dan
sepakat untuk saling  memenub
kewajiban. Dalam melakukan
perjanjian  scringkali  para_Zpihalk
menemui pertnagsalahan-
permasalahan, antara dain salah satu
pihak tidak sepakat untuk melakukan
suatu perikatan, adanya itikad tidak
baik dari pihak vang, fhelakukan
perjanjian, obyeknya tidak kKongkrit;
atau obyeknya merupakan’ sesuatd
yang dilarang oleh undang-undane
Apabila salah satu pihak ada yang
melakukan perjanjian dilandas inkad
tidak baik dan pihak vang dirugikan
dapat membuktikannya maka akibat
hukumnya adalah perjanjian ini dapat
dimintakan pembatalan atau dapat

dibatalkan. Sedangkan yang terjadi

pada perjanjian vang dilakukan
dengan obyek hubungan hukum yang
tidak jelas/tidak kongknit dan/atau
obyvcknya adalah scsuatu  yang
dilarang oleh undang-undang atau
melanggar norma-norma kesusilaan,
maka perjanjian ini menjadi batal
demi hukum,

Suatu perjanjian yang mengikat
akan mclahirkan kewajiban yang
hersifats, positif  dan  negatif.
Rewapiban “oyang  bersifat  positif
adalah kewapban untuk melakukan
sespatu, sedangkan vang bersifat
pegatif adatah suatu kewajiban untuk
inematuht. latangan. Prinsip vyang
terkandung /pada  perjanjian  yang
mengikat/adalah adanya jaminan
kepastian pelaksanaan  perjanjian
tersebut. Ketika apa  yang
diperjanjikan tidak terlaksana, maka
berlakulah  aturan  hukum  vang
mewajibkan pihak vang lali untuk
membayar denda. Penckanan

didalam pelaksanaan perjanjian yang

mengikat i terletak pada prinsip




keseimbangan keseluruhan beban

kewajiban pada  masing-masing
pihak. Apabila tidak ada
keseimbangan pelaksanaan hak dan
kewajiban di salah satu pihak, pada
saat itulah terjadi suatu peristiwa
hukum yang dinamakan wanprestasi.

Wanprestasi atau ingkar janji
adalah perbuatan
dilakukan oleh debitur ketika 1a tidak

suatu yang

mementhi kewajibannya
sechbagaimana diperjanjikan. Secars
umum wanpresiasi adalah

pelaksanaan kewajibafr’ vanp” tidak
tepat pada waktunya atan dilakukan
tidak menurut selayaknyay demkian
menurut M. Yahya Harahap dalam
berjudul - Karakteristis

dan ‘Yindak “Prdapa
behau
menjelaskan bahwa scorang debitur

herada dalam

bukunya

Wanprestasi
Penipuan. Selanjuhiya
yang keadaan
wanprestasi, apabila ia telah lalai
dalam melaksanakan prestas: dalam
perjanjian atau dalam memenuhi
prestasinya tidak menurut sepatutnya
alau selayaknya. Wanprestasi tidak
dan  masalah

dapat dilepaskan

pernyataan  lalai  dan  kelalaian,

36

akan
sebab-sebab
atau kriteria suatu perbuatan dapat

Berikut  ini Penulis

menguraikan tentang
dikategorikan sebagal wanprestasi

dan akibat hukumnya.

. TINJAUAN PUSTAKA

Pada asasnya suatu perjanjian
adalah mengikat para pihak yang
membuatnya atau yang lazim disebut
sehagal asas pacta sunt servanda.
Asas ini terkandung dalam Pasal
$338 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdava(K1TH Perdata). Hukum
perjatijiaridi Indonesia menpenal 4
(empatyasas hukum, vaitu :
a. Asas | [Konsensualisme, unluk
melalmtkan suatu perjanjian cukup
dengan dicapainya sepakat mengenai
hal-hal pokok dan perjanjian tersebut
dan” bahwa {dan
yang ditimbulkan
karenanya) sudah dilahirkan pada

saal atau detik tercapainya konsensus

perjanjian ity

perikatan

atan kesepakatan (Pasal 1320 junto
Pasal 1338 avat (1) KUH Perdata);

b. Asas Kekuatan Mengikat, daya
mengikat suatu perjanjian tercermin

pada Pasal 1338 ayat (1) KUH
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Perdata, yaitu “semua perjanjian
berlaku

sebagal undang-undang bagi mereka

yang dibuat secara sah
yang membuatnya”. Hal 1m
menunjukkan bahwa undang-undang
mengakut dan menempatkan posisi
para pihak dalam perjanjian sejajar
dengan pembuat undang-undang;

c. Asas Kcbebasan Berkontrak,
bilamana antara para pihak telah
diadakan suatu persctuyjuan maka
diakui
kehendak diantara pihak fefsebut,

Bahkan didalam

bahwa ada  kebebasan
Kebtbasan
berkontrak dalam/Mukiiin pegjanjian
di Indonesia, antara laan dapat dulihat
dalam Pasal 1329, Pagal 1332, [dan
Pasal 1338 ayat (1 YKUH Perdata,

d  Asas Kepribadian, diator-dalam
Pasal 1340 KUH Perdata, berbiiny:
Suatu

perjanjian  hanVa==berlaku

antara pihak-pihak yang
membuatnya. Suatu perjanjian tidak
dapat membawa rugi kepada pihak-
pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak
ketiga mendapat manfaat karenanya,
selain dalam hal yang diatur dalam
Pasal 1317. Ruang lingkup ini hanya

terbatas bagi para pihak vang terlibat

didalam suatu perjanjian

sebagaimana tercantum dalam Pasal

1340 ayat (1) KUH Perdata.
Kerugian vang timbul akibat

wanprestasi memerlukan telaah lebih

saja,

lanjut tentang criteria wanprestasi

dan akibat hukumnya.

. METODOLOGI
PENELITIAN
Untuk menjelaskan kriteria
suatu perbuatan dapat dikategorikan
akibat

hukumnya, maka digunakan metode

sebagai  wanprestasi  dan
penchitian yuridis normatil melalw
studi kepustakaan (fibrary research)
dimana—-Penulis akan menguraikan

pasal-pasal dalam KUH Perdata yang

niengatut tentang Kriteria  suatu

perbuatan dapat  dikategorikan

sebagai wanprestasi  dan  akibat

hukumnya.

IV. HASIL DAN  PEMBA-
HASAN

A. Wanprestasi
Menurut Subekti, wanprestasi
berasal dari Bahasa Belanda vang

berarti prestasi buruk. Selanjutnya

Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta




Subekti mengatakan, apabila si
berutang (debitur) tidak melakukan
apa yang diperjanjikan maka 1a
dikatakan melakukan wanprestasi.
Debitur yang lalai, lupa atau ingkar
janji atau dapat pula dikatakan ia
telah melanggar perjanjian, apabila
debitur  melakukan atau  berbuat
sesuatu yang tidak sesuai dengan apa
yang

terlambat

diperjanjikan misalnya

melaksanakan prestasi,
tidak melaksanakan prestasi  atau

melakukan prestas: idak sepert yang

dijanjikan.

Wanprestasi dibedakan
menjadi 2 (dua) macant, vaitu total
wanprestast dan schagian
wanprestasi.  Total | wanprestasi,

apabila debitur tidak melaKukan apa
vang disanggupi akan dilakuKanmy:,
atau debitur melakukan sesudatu yang

menurut perjanjian tidak boleh
dilakukan. Sedangkan Wanprestasi

sebagian, apabila debitur
melaksanakan apa vang
dijanjikannya, tetapi tidak

sebagaimana dijanjikan, atau debitur
melakukan apa vang dijanjikannya
tetapi terlambat.

38

Akibat terjadinya wanprestasi
maka ada pihak vang dirugikan yaitu
kreditur. Oleh karena itu kreditur
sepantasnya berhak menuntut ganti
kerugian kepada pihak yang telah
menimbulkan kerugian yaitu debitur,
yang dituntutkannya
melalui pengadilan karena hak-hak
oleh

Undang-undang juga menentukan

mana dapat

kreditur  dilindungi hukum.
bahwa pihak yang tidak bersalah

harus  dilindungi  oleh  hukum.
Walaupun demikian debitur vyang
telah, mélakukan wanprestasi, tetap
apabilaia dapal membuktikan bahwa
terjadi
kcsalahannva atan karena ada unsur

avermachr ntaka ia bisa terbebas dan

wanprestasiy 1h diluar

tiptutan eaiti rigi.

Lintuk /¢ mengetahui  bahwa
telah  berada  dalam
keadaah wanprestasi, maka harus
didahului

tagthan yang isinya menghendaki

SCECOTANE

dengan teguran atau

agar debitur melaksanakan prestas
yang
segera atau pada suatu waktu vang

telah diperjanjikan  dengan

telah ditentukan, kecuali jika debitur

memang secara tegas dan terang




tidak
menjadi

telah memutuskan untuk

melakukan yang

kewajibannya sehubungan dengan

apa

perjanjian yang telah discpakatinya.
Dalam hal perjanjian telah dibuat
secara tegas unfuk waktu tertentu
dalam melaksanakan prestasi, maka
saat sebagaimana yang ditentukan itu
sudah cukup menunjukkan bahwa
dengan datangnya saat tersebut maka
debitur telah berada dalam keadaan
tertagih.

Dalam menentukan sgscorang
berada dalam wanprésiagh “adalah

apabila ia berada’ dalem keadaan

tertagih, dimana| dedgan’ adanya
tagihan tersebut || maka " 1a harus
melaksanakan presiast Yaig

diperjanjikan. Teguran “atau-tagihaii
im sangat eral hubungannya dengan
faktor waktu dalam melaksanakan
perjanjian, sebagaimana diatur dalam
pasal 1238 KUH Perdata.

Jadi debitur berada dalam
keadaan tertagih yang
mengakibaitkan dirinya berada dalam
suatu keadaan wanprestasi adalah

dengan jalan :
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a. Menerima perintah atau surat
yang ditujukan kepadanya ke arah
pelaksanaan perjanjian. Berdasarkan
pasal 1238 KUH Perdata, tcguran
dapat dilakukan dengan surat biasa
yvang dibuat oleh kreditur atau
kuasanya. Teguran vang dibuat oleh
Juru  Sita  Pengadilan  Negeri
merupakan bukti otentik.

b. Dengan kekuatan perjanjian yang
dibuatnya, vyaitu apabila didalam
perjanjian yang dibuainya dimuat
dengan tegas bilakah dilaksanakan
tidak
penagihan

prestasi. Dalam  hal im
adanya

sebagamnana syarat a diatas, hanya

dipcritukan

saja watuk menimbulkan akibat
hukum scbagaimana yang dilakukan

dengan /guatu surat teguran atau

lagi.
Dalam pasal 1270 KUH Perdata
menentukan bahwa “Suatu ketetapan

penagiban  tidak diperlukan

waktu selalu dianggap dibuat untuk
kepentingan si berutang, kecuali jika
dari sifat perikatan sendin, atau dar
keadaan, ternyata bahwa ketetapan
dibuat  untuk

walkiu  1tu telah

kepentingan si berpiutang, ™
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Penvebutan  waktu tertentu
dalam surai fepuran atau tagihan

bukanlah mutlak. MNamun

Wirjono Prodjodikoro
dalam bukunya “Azas-azas Hukum

syaral
demikian,
Perjanjian™, mengutarakan bahwa

adalah baik apabila waktu tertentu itu

disebutkan agar terang bagi i
berwajib, kapan 1a harus
melaksanakan  janji. Penagihan

hakekatnya merupakan teguran untuk
membayar seketika itu juga, tetapi

apabila kemudian s1 berhalk masih

meniolerir  dengan  memberikan
kelonggaran, maka _hendaknya
kelonggaran  itu  hates  dipandang

secara  patut sampail | dimana  dah
sampai kapan kelonggaran Stu dapat
diberikan, tergantung kcadaan secara
kongkrit

Dalam hal janji untuk tidak
melakukan sesuatu perbuatan, maka
dengan tidak dilakukannva hal vang
tidak boleh dilakukan sebammana
diperjanpikan  itu selalu harus
dianggap bahwa debitur memenuhi
petjanjian it Sedangkan  dengan

dilakukannya perbuatan Vang

dilarang i, maka berart
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pelanggaran terhadap perjanjian. Hal
vanpg demikian tidak diperlukan
adanya peneguran unluk menyatakan
bahwa secseorang berada didalam
keadaan tertagih.

Dengan dilakukannya hal vang
dilarang  dalarm  perjanjian, maka
tidak
dipenuhi. Hal ini ditegaskan dalam
1242 KUH Perdata bahwa
apabila pihak debitur atau pihak vang
dalam
inelalukan perbuatan yang dilarang
tidak diperbolehkan dalam

perjanfian. vang telah dibuat dan

perjanjian  tersebut dapat

pasal

berwajib suatu  perjanjian

akau
disepakati,.smaka

dengan melakukan

Sajdy  perbliatann  vang  dilarang,

padanya) t€lah | berlaku  kewajiban
uatuk  menpganti  kerugian  pihak
lawannva sehingga tidak perlu lagi
adanva penagihan atau teguran.

Suatu tagthan yang mengawali
timbulnya keadaan wanprestasi, hal
tidak diperlukan

apabila debitur sudah menyatakan

demikian lagi
secara tegas bahwa ia tidak akan
melaksanakan perjanjian. Pemyataan
tersebut dapat dinyvatakan baik secara

tertulis maupun secara lisan dengan




perbuatan yang nyata dengan maksud
untuk tidak melaksanakan perjanjian.
diatas

Berdasarkan  uwraian

maka dapat disimpulkan bahwa
seseorang dapat dikatakan berada
dalam keadaan wanprestasi, apabila
ia tidak melaksanakan perjanjian atau
berada dalam keadaan tertagih sesum

dengan waktu pelaksanaan prestasi

yang telah dipeganjikan.

Menurut Subekti, dalam
bukunya vang berjudul Hukum
Perjanjian, maka terdapat ke<amaan
secara redaksional dalam’ “svarag
wanprestasi vaity fidak

melaksanakan apa yang dipegjanitkan

tetapi  secara tersimat | keduanya

mengandung pengertian | tentang
kejadian yang mungkin erjadisecars
berbeda. Tidak melakukan apa vang
disanggupi akan dilakukanmyva-dapat
diartikan sebagai tidak memenuhi
perjanjian, jelas 1m sebaga suatu
buruk atau wanprestasi
tidak

yang

prestasi
karena debitur
melaksanakan

Jelas
apa
diperjanjikan. Melaksanakan apa

vang  dijamikan  telapn  iidak

sebagaimana yang dijanjikan, artinva
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dengan

lalai atau
melakukan
yang diperjanjikan  dengan

debitur  telah
prestasi

tidak

kesalahannya

semestinyn sebagaimana diharapkan
oleh kreditur.

Melakukan apa vang dijanjikan
tetapi  terlambat, prestasi yang
dilakukan
olch debitur, tetapi atas kelalaiannya,
perjanjian  1tu  telah

damn

diperjanjikan  memang

pelaksanaan

terlambat waktu  yang

diperjanjikan.  Serta  melakukan

Sesuatu menural

perjanjian
fidak boleh dilakukan, debitur tidak

melaksanakan

VAN
sesuatu yang

diperjdmyikan.

B. Akibhat Hukum Wanprestasi

Kitah Undang-Undang Hukum
Perdata’ tidak memberikan definisi
tentang wanprestasi secara jelas.
Namun beberapa paszal dalam Bukuo
Ke-3 mengatur tentang kelalaian
vang menyebabkan timbulnya
akibat-akibat dari keclalaian debitur
dalam perjanjian. Menurut Kamus
IMukum, vang ditulis oleh Subekti
dan R. Tjitrosudibio, wanprestasi

adalah kelalaian, kealpaan, cidera
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janji, tidak mencpati kewajibannya
dalam  perjanjian.  Mencermati
definisi yang
dikemukakan oleh Subekti tersebut,
maka vang telah dirumuskan dalam
KUHPerdata

dalam  perjanjian

wanprestasi

kelalaian
dapatlah  kita

wanprestasi.

mengenai
simpulkan  sebagai
Wanprestasi merupakan
perbuatan melawan hukum dalam
arti luas, vaitu meliputi  sepala
macam bentuk wanprestasi terhadap
setiap penkatan atau kewajiban vang
dibebankan dalam setiap ketenttan
undang-undang vang beraku. Atas

perbuatan melawan hukuns. dalam

arti luas mni KUHPerdata
mengaturnya  dalam  Tpasal (1235
sampai  dengan  pasal . 1238

Selanjutnya  atas

kreditur

perbuitat  ant
berhak menuntut " debitur
untuk memenuhi perjanjian, hahkan
kreditur juga berhak untuk meminta
hakim untuk membatalkan perjanjian

manakala debitur tidak kunjung

memenuhy kewajibannya dan
dinyatakan  wanprestasi.  Dengan
dibatalkannya perjanjian maka

kreditur selanjutnya berhak menuntut

untuk
pengembalian  harta

debitur menuntut

yang telah
diterimanya serta menuntut debitur
membayar ganti rugi.

Menurut Subekti, ada 4 macam
kriteria wanprestasi vang dilakukan
oleh debitur. Pertama, debitur tidak
melakukan apa vang disanggupi akan
dilaksanakannya. ~ Kedua, debitur
melakukan sesuatu yang menurut
perjanjian tidak boleh dilakukan.
dan kedua

adalah total wanprestasi. Selanjutnya

Wanprestast  perfama

Wanprcstasi  vang  ketiga, debitur
mglakukan apa vang dijanjikannya
tapl terlambat *\Keempat, debitur
melaksanakan apa yang dijanjikan,
tefap  bdaky sebagaimana  yang
dijanpikan. :Untuk yang ketiga dan
keempat inilabl yang termasuk dalam
katepori wanprestasi sebagian.

Tidak prestasi
ataupun adanya itikad tidak baik dan

debitur,

terpenuhinya

tidak membuat kreditur
dengan mudah memutuskan bahwa
debitur telah melakukan cidera janji
atau wanprestasi. Kreditur  harus
memberikan teguran kepada debitur

vang diduga telah lalai memenuhi




prestasi. Teguran im  dapat
dikemukakan secara resmi dan
tertulis,  yang  isinya  adalah
menghendaki  debitur untuk segera
melaksanakan  prestasinya  pada
waktu vang ditentukan. Apabila

debitur tetap tidak dapat memenuhi
prestasi dalam jangka waktu vang
telah ditoleransikan, maka debitur
telah berada pada keadaan tertagih.
Keadaan ini ditandai dengan adanya
surat perintah atau akta sejenis vang
bahwa debilgf

menyatakan telah

wanprestasi, sebagamang “diatug

dalam pasal 1238 KITH Perdatal
Setiap
akan menimibulkan akjbat

pertbuatan /4 melawan
hukum
hukum bagi pelakunvd.- Wanprestasi
merupakan  perbuatan’’ melawarn
hukum dalam arti luas yang lerfiasuk
adalah

kelalaian/kealpaan, ingkar janji atau

didalamnya

cidera janji. Merujuk pada bentuk
wanprestasi vang telah dijelaskan
sehelumnyva, maka terhadap
wanprestasi tersebut akan dikenakan
sanksi atau hukuman. Sanks ataupun
hukuman-hukuman

dijatuhkan  kepada

vang  dapat

debitur yang

43

melakukan wanprestasi, dapat berupa
ganti rugi, pembatalan perjanjian,
peralihan  resiko, dan membayar

biaya perkara.

Selanjutnya  Prof.  Subekti
menjelaskan bahwa karena
wanprestast  mempunyal  akibat-

akibat vang begitu penting maka
harus ditetapkan lebih dahulu si

berutang melakukan wanprestasi atau

tidak, dan apabila hal tersebut
disangkal oleh  debitur  harus
dibuktikan & muka  hakim.

Pénetapan debitur telah wanprestasi
ini distursdalam KUHPerdata pasal
1238, vakni

“81 bosutang adalah lalai, bila ia
denpai-surai perintah atau dengan
sebuah akta sejenis telah dinyatakan
falai, atau dem perikalannya sendin
Jika bahwa si
bentang akan harus diangeap lalai

mi  menetapkan

dengan  lewatnya waktu  yang

ditentukan.” Yang dimaksud dengan

adalah
peringatan resmi yang disampaikan

surat perintah 1ni suatu
oleh jurusita pengadilan.
Selanjutmya  yang dimaksud

dengan akta sejenis dalam pasal
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terscbut adalah swatu peringatan
tertulis yang tidak dapat dipungkin
oleh debiturdi persidangan. Apabila
debitur telah diperingatkan dengan
tegas, tetapi ia tetap tidak memenuhi
prestasinya maka terhadapnya dapat
dinyatakan sebagai wanprestasi. Atas
wanprestasinya  iml sanksi-sanksi
dapat dijatuhkan sebagaimana diatur
dalam pasal 1243 KUHPerdata.
Berikut imi akan dijelaskan mengenai
keempat bentuk sanksi sehagai akibat
hukum dan  wanprestasi.  Bentuk
sanksi yang pertama adalab’ gantd
rugi. Ganti rugi mengandung “tiga
unsur, yaitu biaya, rugi,dan/bhimga.
Yang dimaksud bidya adalah
segala pengeluaran atay onglkos yang
nyata-nyata sudah dikeliarkan ‘Rugi
adalah kerogian karena'\kcérusakan
barang-barang kepunyaan ' kreditos
vang diakibatkan oleh kelaldian
debitur. Sedangkan bunga adalah
kerugian berupa kehilangan
keuntungan yang sudah diperkirakan
atau dihitung oleh kreditur. Terhadap
tuntutan ganti rugl, undang-undang
telah memberikan ketentuan-

ketentuan  tentang  batasan-batasan

vang bolch dituntut sebagai ganti
rugi. Sehingga debitur terhindar dari
tuntutan  sewenang-wenang  dar
kreditur. Sebagai contoh adanya
perlindungan terhadap debitur dari
kreditur
dapat kita jumpai dalam pasal 1247
KUl Perdata

Pasal im mengatakan bahwa s

kesewenang-wenangan

berulang hanya diwajibkan
mengganti biava, rugi dan bunga
yang telah nyata, atau sedianya harus
dapat diduganya sewaktu perkatan
ditalutkan, kecuali jika hal tidak
dipenthinya perikatan itu disebabkan
sesuatu tipu daya vyang dilakukan
olehnya. Sclanjutnya perlindungan
terhadap debitir atas tuntutan ganti
fugi krediir sebapgai hukuman atau
sariksy akibal wanprestasi  debitur,
diztur dalam pasal 1243 sampai
dengan 1252 KUHPerdata.

Selain ganti rugi penetapan
wanprestasi  dapat mengakibatkan
dibatalkannya perjanjian. [Dalam
pasal 1266 KL/HPerdata disebutkan

bahwa syarat batal diangpap selalu

perjanjian,
sehingga ketika salah satu pihak

dicantumkan  dalam




tidak memenuhi perjanjiannya maka

perjanjian menjadi batal. Namun,
dalam kalimat selanjutnya dikatakan
bahwa perjanjian tidak batal denu
hukum,

dimintakan

tetapi  pembatalan  harus
kepada

Selanjutnya pasal ini ditutup dengan

hakim.

bahwa
harus

pernvataan permintaan

pembatalan dilakukan
meskipun syarat batal tentang tidak
dipenuhinya kewajiban telah
dinyatakan dalam perjanjian. Jadi
pasal im ingin mengatakapshahwa
perjanjian tidak dapat/hatalCbhegity
saja melainkan haruse dimintakan
pembatalan kepada hakimymeskipun
telah

Prof.

dalam perjanjian mengatur

syarat  batal. Subrekii,

selanjutnya  menjelaskan - balwa

pembatalan  perjanjiang
belah-. pihak
keadaan secbelum

bgrtmpuan
membawa  kedua
kembali pada
perjanjian diadakan. Kalau suvatu
pihak sudah menenma sesuatu dan
pthak vang lain batk uang maupun
barang, maka itu harus dikembalikan.

I[tikad baik atau kejujuran
adalah salah satu faktor yang sangat

penting di dalam hukum perjanjian.
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Perilaku manusia sebagal anggota
masyarakat diatur dalam peraturan
hukum dan ada pula yang ditcntukan
oleh peraturan vang dibentuk atas
para yang
berkepentingan. Perlu disadari bahwa

persetujuan pihak
segala peraturan yang ada baik
peraturan vang berbentuk undang-
undang maupun didalam perjanjian
vang disepakati para pihak, pada
hakekatnya hanyalah peraturan yang
dibuat oleh manusia vyang tidak

gempurna. Dalam  pergaulan hidup

miasyarakat sehan-han, pada
pringipnvay, menganut suatu azas
bahwa. pihak vang jujur wajib

dilindungi, sedang pihak yang tidak
Jujur adalah wajar untuk menerima
harkuman atas ketidakjujurannya.
pada waktu
hubungan hukum,
biasanya berupa perkiraan dari pihak

Kejujuran

dimmulainya

vang bersangkutan, bahwa syarat-
syaral yang diperlukan bagi sahnya
suatu  perjanjian  atau  hubungan
hukum itu sudah dipenuhi semuanya,
sedangkan kemudian ternyata bahwa
sebenamya masih ada lagi syarat lain

yang helum terpenuhi. Dalam hal
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yvang demikian, pihak yang jujur
dianggap seolah-olah syarat vyang
belum terpenuhi ity sudah terpenuhi
atas ketidaktahuannya yang penuh
kejujuran itu, pihak yang jujur dan
penuh itikad baik scbaiknya tidak
boleh dirugikan apabila timbul akibat
dan tidak dipenuhinya syarat-syarat
tersebut.

Sebaliknya pihak yang tidak
Jujur atau tidak ada itikad baik pada
saat memulai  suatu  hubungan
hukum, apatila pada wakiu 1tu i@
mengetahul fentang adany
kekurangan atau keadaane, yang
mungkin bisa menghalang
pemenuhan suatu Svaral | untok
hubungan hukum
perjanjian, sedanpkan piliak iawan

berlakunya

vang jujur dan penuh itikdd tidak
baik mengetahuinya, maka pihak
yvang tidak jujur pada umumfiys
harus bertanggung jawab atas ketidak
jujurannya dan harus menanggung
resiko kerugian yang timbul.

Akan tetapi jika kedua pihak
sama-sama jujur dan beritikad baik

dalam membuat perjanjian itu, maka

kedua belah pihak patut mendapat

perlindungan hukum. Apabila timbul
suatu kerupgian akibat ketidaktahuan
mereka, maka sewajarnya rtesiko
yvang timbul ditangguung secara
bersama-sama dengan perimbangan
pembagian  yang  seimbang.  Jadi,
perihal kejujuran ketika dimulainya
suatu perjanjian atau saat dimulainya
hubungan hukum, adalah dapat
terlihat pada 151 perjanjian yvang telah
disepakati.

Terhadap asas itikad baik ini,
Ridwan Khairandy, dalam buku
bertajods,  “Itikad Baik  Dalam
Kebebasan Berkontrak™, mengatakan
bahwa, walaupun itikad baik menjadi
asas penting dalam hukum kontrak di
berbagai sistem hukum, tetapi asas
itikad baik tersebut masih
menimbulkan sejumlah
permasalaban. Masih dalam buku
yang sama, Fidwan menjelaskan
bahwa permasalahan itikad baik ini
dianlaranya berkaitan dengan
keabstarakan makna 1tikad baik,
sehingga timbul pengertian itikad
baik vang berbeda-beda baik dari
perspektif  waktu, tempat, dan

OTANEN YA,




Selanjutnya menurul Ridwan,
tidak ada makna tunggal itikad baik
dan dalam praktek timbul pula

permasalahan mengenai tolok ukur
serta fungsi itikad baik yang pada
akhimya lebih banyak disandarkan
pada sikap atau pandangan hakim
yvang ditentukan secara kasus per
kasus. Secara tersural pengertian
itikad baik tidak ada dalam Kitab
Undang-Undang

Tetapi

Hukum Perdata.
dalam beberapa pasalnya
akibat
resiko vang timbul sebagaiCakibat
adanya itikad tidak baik.

Dalam pasal 247 EUHPerdata
bahwa ~5'Si. berutang
hanya diwajibkan mengganti biaya,

mengatur - mengenai alau

mengatakan

rugi dan bunga vang nyata telah, atan

sedianya hamus  dapat  diduganya
sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali
jika hal fidak dipenuhinya perikatan

itu disebabkan scsuatu tipu daya

yang dilakukan olehnya™.
Selanjutnya pasal 1248 KUHPerdata
juga mengatakan  hal  senada

mengenal Upu daya, yaitu “Bahkan
jika hal tidak dipenuhinya perikatan
itu disebabkan tipu daya si berulang,
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penggantian biava, rugi dan bunga
sekedar mengenat  kerugian  yang
dideritanya oleh si berpiutang dan
keuntungan yang terhilang baginya,
hanyalah
merupakan akibat langsung dari tak

terdin  atas apa vang

dipenuhinya perikatan™,

Teori kepercayaan merupakan
teori kesepakatan yang mengatakan
bahwa kesepakatan lerjadi pada saat
pernyvataan kehendak dianggap layak
oleh pihak

alau

diterima yiang
ticlak

fayakvya pemyataan kehendak im

menawarkan.  Lavak
hergantung, pada ada atau tidaknya
rasa percava dari kreditur terhadap
adanya itikad baik debitur. Hal im
penting: ittkad  baik

merapakan awal dari menpgikatnya

karena

guatu perjanjian. Itikad baik dalam
peganjian dapat diartikan sebagai
jiwa dari suatu perikatan. Perjanjian
tidak memiliki
perjanjian ity tidak akan mengikat
dan
menjadi batal. Demikian juga apabila

yang jiwa maka

siapapun perjanjian  akan
terjadi pelangearan terhadap itikad
baik sctalah perikatan terjadi, maka

perjanjian juga dapat dibatalkan.
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Suatu perbuatan dapat disebut
sebapal wanprestasi apabila debitur
melakukan suvatu  kelalaian  untuk
melaksanakan prestasi. Hal im
sebapaimana diatur dalam pasal 1238
KUHPerdata. Dalam pasal terscbut
terkandung syarat itikad baik yang
menjadi unsurnya,  Dalam  hal
perikalan untuk memberikan atau
menyerahkan sesuatu, maka pihak
debitur wajib bernitikad batk untuk
memenuhinya. Debitur yang lalai
atau cidera janji  menvebabkan
kerugian bagi kreditur, Pcbuatan
debitur  ini  ditetapkat’ schagai
wanprestasi.

Adanya
menunjukkan bahwa ‘debitury tidak
beritikad baik untuk| memenuhi

Wwanpresats

perjanjian, schingga kreditur berhalk

meminta Hakim untuk menetapkan

wanprestasi kepada deBitur
berdasarkan pemeriksaan di
persidangan melalu gugatan

wanprestasi  yang diajukan oleh

kreditur. Dasar hukum penetapan
wanprestasi ini adalah Pasal 1238
KUHPerdata, yang
bahwa Si berutang adalah lalai,

menyatakan

apabila dengan surat perintah atau
dengan sebuah akta sejemis itu
dinyatakan  lalai, alau  demu
perikatannya itu sendiri, ialah jika im
menetapkan, bahwa si berutang harus
dianggap lalai dengan lewatnya
waktu yang ditentukan. Unsur-unsur
lalai menurut pasal ini adalah ada
surat penetapan lalai yang
dimohonkan ke Pengadilan,
permnyataan lalai dicantumkan dalam
perjanjian, ada sural pernyataan
bahwa debitur telah lalai, dan dengan
lewatnva, waktu vang ditentukan

dalam perjanjian.

Vi SIMPULAN

a) [Krteria~suafu perbuatan disebut
sebagau” wanprestasi yaitu tidak
melaksangkan apa yang
diperjanjikan, tidak melakukan
apa  yang disanggum  akan
dilakukannya dapat diartikan
sebagai tidak memenuhi

perjanjian,  melaksanakan apa

yang dijanjikan tetapi tidak

sebagaimana wvang dijanjikan,

melakukan apa vang dijanjikan

tetapi terlambat, dan melakukan




sesuatu yang menurul perjanjian
tidak boleh dilakukan,
debitur  tidak
sesuatu vang diperjanjikan.
b) Akibat

serta
melaksanakan

hukum timbul

yang
sebagai akibat adanya penetapan
wanprestas: adalah dijatuhkannya
sanksi ataupun
hukuman kepada debitur vang
berupa

ganti rugi, pembatalan perjanjian,

hukuman-

melakukan wanprestasi

peralihan resiko, dan membayaz
biaya perkara. Selain gafiti’ rugi
dapat

penelapan  wanpiestasi

mengakibatkan/” datalkannya
perjanjian, tetapi perjanjian ldak
batal demi

pembatalan harus. dimintakan

hukiimn “melainkan
kepada hakim.
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